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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling 

tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dalam kehidupannya, manusia 

memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut diadakan perkawinan sebagai jalan keluarnya.  

Menurut Arso Sosrodatmojo, SH menyatakan bahwa, “Perkawinan itu 

disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah 

menuju keluarga bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta 

kasih dan ridho Illahi”.1  

Menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 

dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa ”Perkawinan sebagai ikatan lahir dan 

batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”.2 

Oleh karena perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, bagi 

bangsa Indonesia, suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan 

nafsu biologis semata, akan tetapi merupakan suatu yang sakral dan suci.  

                                                 
1 Arso Sosrodatmojo, 1989, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Penerbit Bulan 

Bintang, hal, 33. 
2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria 

dan Undang-Undang Perkawinan, Cet.  XXXI, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 

1 
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Perkawinan berakibat terjadinya lembaga keluarga ekonomi terkecil 

dalam hal distribusi kekayaan dan waris, di samping merupakan lembaga 

pendidikan yang dasar, tempat pembentukan watak, kepribadian, keimanan 

dan ketrampilan tertentu, sekaligus tempat meletakkan dasar pertama bagi 

kesadaran bertanggung-jawab. Dengan perkawinan akan didapat keturunan  

yang sehat jasmani rohani, dan mampu menjadi generasi penerus yang                             

tangguh.  

Organisasi keluarga yang dibentuk dengan melalui perkawinan adalah 

merupakan inti dari organisasi bernegara. Kehidupan keluarga yang bahagia, 

tentram, dan damai akan dapat menciptakan ketenangan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

Untuk mendapatkan perkawinan yang sah, sebelum para pihak 

melangsungkan perkawinan diharuskan untuk memenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tidak 

dipenuhinya syarat-syarat tersebut akan menyebabkan perkawinan tidak sah.3  

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan 

adalah sebagai berikut:4 

1. Harus ada persetujuan kedua calon mempelai. 
2. Mendapat ijin dari kedua orang tua, bagi calon mempelai yang belum 

mencapai umur 21 tahun. 
3. Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, dan calon 

mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. 
4. Antara kedua calon suami isteri tidak ada larangan perkawinan. 
5. Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan, kecuali bagi calon 

suami apabila mendapat ijin dari pengadilan. 
                                                 

3 Soemiyati, 1987, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: 
Liberty, hal. 24. 

4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria 
dan Undang-Undang Perkawinan, Cet.  XXXI, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 
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6. Antara ke dua calon mempelai tidak pernah terjadi 2 (dua) kali 
perceraian, kecuali jika hukum agamanya menentukan lain. 

7. Telah lepas dari masa iddah atau jangka waktu tunggu, karena putusnya 
perkawinan  

 
Apabila kita melihat masalah hukum perkawinan di Indonesia, maka 

bukan berarti Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum formil merupakan 

satu-satunya peraturan yang perlu diindahkan oleh pasangan yang akan hidup 

sebagai suami isteri.  

Bersama dengan perkembangan dan kemajuan jaman yang semakin 

pesat, dimana telah terjadi perubahan pola kehidupan masyarakat dari yang 

sifatnya tradisional menjadi masyarakat yang lebih modern dan seiring dengan 

perkembangan tersebut dapat kita lihat banyak anggota masyarakat cenderung 

mulai mengabaikan nilai-nilai moral dan norma-norma yang selama ini 

dipegang teguh oleh masyarakat sebelumnya, sehingga banyak terlihat 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat 

khususnya perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan, 

kepatutan, dan kesusilaan.5  

Dewasa ini perkawinan antar penganut agama yang berbeda (Islam dan 

Kristen) sering terjadi dan telah menjadi suatu fenomena dalam kehidupan 

bermasyarakat. Masalah ini bukanlah suatu permasalahan yang mudah 

dipecahkan dalam segi hukum yang berlaku, walaupun telah ada Undang-

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan 

campuran. Akan tetapi, di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak 

                                                 
5  Ali Afandi, 1986, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Bina 

Aksara, hal. 10. 



 4

menjelaskan secara terperinci tentang perkawinan beda agama tersebut 

diperbolehkan atau dilarang.  

Perkawinan antar penganut agama yang berbeda (Islam dan Kristen)  

sekarang ini sering terjadi dan tidak mungkin dapat dihindari, mengingat 

penduduk Indonesia terdiri dari berbagai agama. Perkawinan didasarkan atas 

rasa cinta dan kasih sayang antara seorang laki-laki dan perempuan, apabila 

perkawinan antara laki-laki yang beragama Kristen dan perempuan yang 

beragama Islam, tentunya diatur  sesuai dengan peraturan yang ada.  

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.3 

Ÿωuρ (#θßs Å3Ζ s? ÏM≈x. Îô³ ßϑ ø9$# 4© ®Lym £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ 4 ×π tΒV{ uρ îπ oΨÏΒ ÷σ •Β ×ö yz ⎯ÏiΒ 7π x.Î ô³ •Β öθs9uρ öΝ ä3 ÷Gt6yfôãr& 3 

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζè? t⎦⎫ Ï. Îô³ ßϑ ø9$# 4© ®Lym (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 4 Ó‰ö7 yès9uρ í⎯ÏΒ÷σ •Β ×öyz ⎯ÏiΒ 78 Îô³ •Β öθs9uρ öΝ ä3 t6yfôãr& 3 

y7Í× ¯≈s9'ρ é& tβθ ããô‰tƒ ’n< Î) Í‘$ ¨Ζ9$# ( ª! $# uρ (#þθããô‰ tƒ ’n< Î) Ïπ ¨Ψyfø9$# Íο tÏ øó yϑ ø9$#uρ ⎯ Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/ ( ß⎦ Îi⎫t7 ãƒuρ ⎯ ÏµÏG≈tƒ# u™ 

Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 öΝ ßγ ¯=yès9 tβρã©. x‹ tGtƒ ∩⊄⊄⊇∪  

 
Bunyi ayat di atas, dapat diartikan: Dan janganlah kamu menikahi 

wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita 

budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik 

hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang 

                                                 
3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria 

dan Undang-Undang Perkawinan, Cet.  XXXI, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 
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mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka 

mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan 

izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) 

kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 

Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 

yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Q.S Al-Baqarah 

ayat: 221 yang menjelaskan bahwa jangan kamu menikahi wanita-wanita 

musyrik, sebelum mereka beriman, walaupun dia menarik hatimu. dan 

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita 

mukmin) sebelum mereka beriman, maka dapat disimpulkan bahwa wanita 

Islam dilarang kawin dengan pria Kristen. Sedangkan menurut dasar hukum 

peraturan tentang perkawinan berbeda agama, untuk dapat melakukan 

perkawinan tersebut, dalam prakteknya di kota-kota besar, misalnya Jakarta, 

calon pihak perempuan melakukan pernyataan dihadapan Notaris atau dua 

orang saksi bahwa yang bersangkutan menyatakan menundukkan diri pada 

hukum yang dianut oleh calon suami, atau kedua belah pihak menyatakan 

tetap menganut agamanya masing-masing dan yang bersangkutan memintakan 

permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat melakukan pernikahan 

dan kemudian dapat mencatatkan perkawinan dihadapan pegawai catatan 

sipil.4 

                                                 
4 Dalam buku Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Hukum perkawina Idonesia,  Jakarta. 

Hal. 6 
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Dengan demikian, apabila ada dua orang yang berbeda agama (Islam dan 

Kristen) akan mengadakan perkawinan dapat melakukan dengan dua cara, 

yaitu calon isteri menyatakan menundukan diri pada agama yang dianut oleh 

calon suami atau masing-masing pihak tetap mempertahankan agama yang 

dianutnya, dengan memintakan permohonan di Pengadilan Negeri untuk dapat 

melakukan perkawinan beda agama dan dapat mencatatkan perkawinan di 

Kantor Catatan Sipil. Di samping itu, mereka dapat bermusyawarah untuk 

memilih hukum mana yang akan dipakai, kalau tidak ada kesepakatan, maka 

hukum suami yang akan dipakai.5 

Dalam ketentuan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 ditetapkan, pencatatan 

perkawinan dari mereka yang bergama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

Nikah, Talak, dan Rujuk, sedangkan pencatatan perkawinan dari mereka yang 

melangsungkan perkawinannya itu selain Islam, dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat pada kantor Catatan Sipil. 

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan berbeda 

agama antara Islam dan Kristen dapat dilakukan dengan cara mengajukan 

permohonan ijin ke Pengadilan Negeri untuk melangsungkan perkawinan dan 

kemudian dapat dicatatkan di Catatan Sipil atau dihadapan pencatat 

perkawinan, dengan syarat perkawinan yang akan dilakukan tersebut harus 

berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan calon isteri.  

Dengan berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk mengetahui 

bagaimana proses pelaksanaan perkawinan bagi calon suami dan isteri yang 

                                                 
5 O.S, Eoh, 2001, Perkawinan Antar Agama DalamTeori dan Praktek, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,, hal. 18-19. 
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berbeda agama terutama Isalm dan Kristen, berdasarkan bukti-bukti yang 

dikemukakan dalam sidang di Pengadilan Negeri, karena perkawinan beda 

agama harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat 

dilangsungkannya perkawinan tersebut. 

Dari permasalahan tersebut, penulis cenderung untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PROSES PERKAWINAN ANTAR PENGANUT 

AGAMA YANG BERBEDA (ISLAM DAN KRISTEN) (Studi Kasus Di 

Pengadilan Negeri Surakarta)”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Supaya penelitian dapat dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang 

dari pokok permasalahan sesungguhnya, dan mempermudah penelitian, maka 

penulis mengadakan pembatasan masalah mengenai proses perkawinan antar 

penganut agama yang berbeda (Islam dan Kristen) antara laki-laki kristiani 

dan wanita muslim yang dimana pihak wanita menundukan diri pada agama 

suami. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian untuk 

mendapatkan ijin perkawinan antara laki-laki beragama Kristen dan 

wanita beragama Islam? 
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2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan atau ijin 

perkawinan antara laki-laki beragama Kristen dan wanita beragama Islam?  

3. Proses Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Adanya Penetapan 

dari Pengadilan Negeri 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk penelitian ini hal-hal yang menjadi tujuan penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian 

untuk mendapatkan ijin perkawinan antara laki-laki beragama Kristen dan 

wanita beragama Islam. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan atau 

ijin perkawinan antara laki-laki beragama Kristen dan wanita beragama 

Islam. 

3. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Adanya 

Penetapan dari Pengadilan Negeri. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Tinggi rendahnya nilai dari suatu penelitian selalu ditentukan oleh 

metode penelitiannya, dan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 

diperoleh dari hasil penelitian tersebut. 

1.   Untuk diri sendiri yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama kuliah dan membandingkan dengan praktek-praktek di 

lapangan.  
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2.   Untuk memberikan masukan penelitian di bidang ilmu hukum, khususnya 

hukum perdata. 

3. Untuk memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan terutama 

masyarakat yang belum mengetahui tentang prosedur pelaksanaan 

perkawinan antar laki-laki yang beragama Kristen dan perempuan 

beragama Islam. 

 

F. Metode Penelitian   

Penelitian adalah sebagai usaha untuk mengemukakan, mengembangkan 

dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis 

dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode 

yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau 

aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Adapun ilmu yang 

memperbincangkan metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran 

pengetahuan disebut metodologi penelitian.6 

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman 

melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

memecahkan suatu masalah dalam penelitian yang berjudul “Proses 

perkawinan antar penganut agama yang berbeda (Islam dan Kristen) (Studi 

Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”. 

 

                                                 
6 Sutrisno Hadi, Metodologi Reserarch I, Cetakan XVII, Yogyakarta: Yayasan Penerbit 

Fakultas Psikologi UGM.  
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1. Jenis Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dibagi menjadi 3 (tiga) jenis 

penelitian, yaitu:7 

a. Penelitian Eksploratis 

Penelitian ini dilakukan apabila pengetahuan tentang sesuatu gejala 

masih kurang sekali atau tidak sama sekali. 

b. Penelitian Eksplanatoris 

Penelitian ini dilakukan apabila pengetahuan tentang sesuatu masalah 

cukup dan komplit, untuk menguji hipotesa-hipotesa tersebut. 

c. Penelitian Deskriptif 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya.  

Berdasarkan penggolongan jenis penelitian tersebut di atas, maka 

dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yang 

bersifat deskriptif, dengan maksud memberi gambaran, memaparkan dan 

melukiskan mengenai proses perkawinan antar penganut agama yang 

berbeda (Islam dan Kristen) studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta.  

2. Metode Pendekatan 

Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah 

metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu berusaha untuk menjelaskan 

permasalahan yang diteliti dalam praktek di lapangan dengan 

                                                 
7 Soerjono Soekanto, 1984, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 3 
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membandingkan dan meninjau menurut peraturan yang berlaku dan 

menjelaskan realitas empirik di masyarakat.8 

3. Sumber Data 

a. Penelitian Kepustakaan 

Merupakan penelitian tehnik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan hukum dalam 

penelitian, kepustakaan yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari 

a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

b) Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan 

c) Yurisprudensi 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan 

masalah hukum acara perdata mengenai objek yang diteliti yaitu 

dokumen pengadilan dan data-data yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti.  

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yaitu kamus hukum. 

                                                 
8 Ibid, hal. 6 
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b. Penelitian Lapangan 

1) Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, lokasi yang dijadikan tempat 

penelitian penulis adalah Pengadilan Negeri Surakarta dan Kantor 

Catatan Sipil Surakarta. 

2) Subjek Penelitian 

Hakim yang pernah menangani perkara perkawinan antar agama 

Islam dan Kristen dan KASI Perceraian dan Perkawinan KCS. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara 

mencari, menghimpun, mempelajari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, bahan hukum tersier, terutama yang berkaitan 

dengan masalah proses perkawinan antar penganut agama yang 

berbeda Islam dan Kristen.  

b. Penelitian Lapangan 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang didapat secara langsung 

pada objek penelitian, yaitu dengan cara: 

- Wawancara (Interview) 

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan 

mengadakan tanya jawab secara lisan kepada responden, yaitu 
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hakim yang berkaitan dengan permasalahan dari objek yang 

diteliti. Tipe wawancara yang dipergunakan adalah wawancara 

yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan. Hal ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan data yang tidak menyimpang 

dari pokok permasalahan yang penulis teliti. 

5. Analisa Data 

Dalam metode analisis data ini, peneliti menggunakan metode analisis 

data kualitatif, dengan memperbandingkan antara hasil penelitian 

kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

bahan hukum tersier, terutama yang berkaitan dengan masalah proses 

perkawinan antar penagnut agama Islam dan Kristen. Dengan hasil 

penelitisan lapangan yang berkaitan dengan proses perkawinan antar 

penganut agama Islam dan Kristen. Penelitian kepustakaan yang 

dilakukan dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan dan 

pengambilan sampel, bacaan-bacaan yang ada hubungannnya dengan 

masalah yang diteliti yang kemudian dipadukan dengan pendapat 

responden di lapangan dan dianalisis secara kualitatif dan kemudian 

dicari pemecahannya dan akhirnya ditarik kesimpulan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis 

menyusun sistematika skripsi yang terdiri dari: 
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 BAB I :  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama 

2. Asas-Asas Perkawinan 

3. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama 

4. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan 

5. Tata Cara Pelaksananaan Perkawinan 

6. Kesepakatan Janji Kawin Dalam Hubungannya Dengan 

Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama 

7. Akibat Hukum Setelah Terjadinya Perkawinan Beda Agama  

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Memeriksa dan Memutus 

Perkara Beda Agama 

1. Pengadilan Yang Berwenang Memeriksa Dan Memutuskan 

Perkawinan Beda Agama 

2. Proses Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama 
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian untuk 

mendapatkan ijin perkawinan antara laki-laki beragama Kristen 

dan wanita beragama Islam. 

B. Pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan atau ijin 

perkawinan antara laki-laki beragama Kristen dan wanita 

beragama Islam. 

C. Proses Pelaksanaan perkawinan Beda Agama. 

BAB IV :  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 


